| sALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 567
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 1167 Tahun 2018, namun dalam
perkembangannya untuk lebih meningkatkan
penyelenggaraan bantuan belanja sosial dalam bidang
pendidikan dan kesehatan maka Peraturan Wali Kota
termaksud perlu diubah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: ...

https://jdih.bandung.go.id/



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di DJawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Undang-Undang ...
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http://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006
Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

12. Peraturan ...
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http://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2007pp039.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2012pp012.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn310-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn310-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn450-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn15-2019.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn15-2019.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/07.Tahun%202006.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/07.Tahun%202006.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%2007%20Thn%202015.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%2007%20Thn%202015.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%2007%20Thn%202015.pdf

Menetapkan

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
1167 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2018 Nomor 51);

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 567
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1167 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 51)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3685/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3813/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3813/detail

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b diubah, sehingga

Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan

Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok

masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah

Kota yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih

dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan wajib dan belanja urusan pilihan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan  kegiatan

Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat

untuk masyarakat.

Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang
mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat
dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau
fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum; dan

b. Lembaga nonpemerintah yang membidangi
pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial dan
bidang lain, yang berperan melindungi individu,
kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 30
Bantuan Sosial berupa uang kepada individu
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) terdiri dari bantuan sosial yang
direncanakan dan yang tidak direncanakan
sebelumnya.

(2) Bantuan ...

https://jdih.bandung.go.id/



(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada
individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari
calon penerima dan/atau atas usulan Perangkat
Daerah.

(4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaskud pada ayat (3) paling tinggi
50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial
yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

(5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila  ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
(1) Pemberian  Belanja  Bantuan  Sosial harus
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan Penerima  Belanja
Bantuan Sosial,

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam  keadaan  tertentu = dapat
berkelanjutan; dan

d. sesuai dengan tujuan penggunaan.

(2) Kriteria ...

https://jdih.bandung.go.id/



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan

Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan

dari kemungkinan risiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima belanja Bantuan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di
Daerah Kota; dan

b. untuk masyarakat miskin yang mendapatkan
rekomendasi dari Dinas terkait.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dimaksudkan bahwa pemberian Belanja Bantuan

Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

tahun anggaran.

Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja

Bantuan Sosial dapat diberikan secara

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan

Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai Penerima Belanja Bantuan Sosial telah lepas

dari risiko sosial.

Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

meliputi:

. rehabilitasi sosial;

a
b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

4. Ketentuan ...

https://jdih.bandung.go.id/



4. Ketentuan Pasal 35 ayat (5) huruf d dan huruf e diubah,
sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 35
Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat
diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
pelatihan vokasional,
pembinaan kewirausahaan;
bimbingan mental spiritual;
bimbingan fisik;
pelayanan aksesibilitas;
bimbingan sosial dan konseling;
bantuan dan asistensi sosial; dan/atau

=B R N R

bimbingan resosialisasi.

Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat
diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

a. bantuan langsung;

b. penyediaan kelembagaan;

c. penguatan kelembagaan;

d. advokasi sosial; dan/atau

e. bantuan hukum.

Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat
diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
peningkatan kemauan dan kemampuan;
pelatihan komputer;

pemberian stimulan modal;

peralatan usaha dan tempat usaha;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
penataan lingkungan;

penguatan keserasian sosial; dan

=BCCIIEA NI N R

pendampingan.

Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan
Belanja Bantuan Sosial, meliputi tunjangan
berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi

kesejahteraan sosial.

(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang

dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

a. penyuluhan dan bimbingan sosial,;

b. pelayanan sosial;

c. penyediaan akses kesempatan kerja dan
berusaha;

d. penyediaan ...

https://jdih.bandung.go.id/



d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar dan

lanjutan;

e. penyediaan akses pelayanan pendidikan;

f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan

pemukiman; dan

g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan

pemasaran hasil usaha.
(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat
diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan,;
pemulihan darurat prasarana dan sarana;
bantuan perbaikan rumah masyarakat;

santunan duka cita; dan

°o oo g

santunan kecacatan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6) dapat dilakukan dalam

bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

. Ketentuan Bagian Keenam pada BAB III diubah menjadi
2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, Pasal
37 ayat (5) diubah. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38
ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Paragraf 1
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan yang

Direncanakan

Pasal 37
(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta
lembaga non pemerintah mengajukan permohonan
Belanja Batuan Sosial baik permohonan secara
tertulis maupun melalui situs web Pemerintah
Daerah Kota kepada Wali Kota.

(2) Permohonan ...

https://jdih.bandung.go.id/
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(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

a. bagi lembaga nonpemerintahan, dibubuhi cap
dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
atau sebutan lain; dan

b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat,
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui
serta dibubuhi cap RT/RW.

(3) Permohonan Belanja Bantuan Sosial melalui situs
web  Pemerintah Daerah  Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
permohonan kepada Wali Kota sampai dengan akhir
bulan April tahun berkenaan, untuk diusulkan dan
dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun
berikutnya.

(4) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs
web  Pemerintah Daerah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk membiayai
kegiatan tahun berikutnya.

(5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) untuk permohonan tertulis
Belanja  Sosial yang belum  direncanakan

sebelumnya.

Paragraf 2
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan yang Tidak

Direncanakan

Pasal 37A

(1) Fasilitas Kesehatan mengajukan permohonan
Belanja Batuan Sosial secara tertulis ke Dinas
Kesehatan Kota Bandung.

(2) Dinas Kesehatan memverifikasi pengajuan dari
Fasilitas Kesehatan.

(3) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi untuk
pengajuan pencairan dana kepada SKPKD dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

(4) Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan,
SKPKD menerbitkan SPM untuk diusulkan menjadi
SP2D.

6. Ketentuan ...

https://jdih.bandung.go.id/
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6. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Mekanisme pelaksanaan evaluasi keabsahan dan
kelengkapan dokumen persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap bantuan belanja
Bantuan Sosial.

(2) Dalam keadaan darurat dan/atau luar biasa,
Bantuan Sosial dapat dialokasikan dalam Perubahan
APBD dengan terlebih dahulu dicantumkan dalam
RKUPA /RPPASP.

7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 44
Wali Kota mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran Bantuan Sosial yang diterima
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD, namun tidak termasuk untuk
Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga,
serta lembaga nonpemerintah yang tidak direncanakan

sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang
mengajukan permohonan pencairan kepada Wali
Kota melalui Kepala BPKA selaku PPKD setelah
mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah
terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi,
meliputi:
a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri
dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja
Bantuan Sosial,
2. salinan/fotocopy ...

https://jdih.bandung.go.id/
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2. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima
Belanja Bantuan Sosial;

3. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih
aktif atas Penerima Belanja Bantuan Sosial;

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1
(satu) kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama
lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial;
dan

S. surat pernyataan tanggung jawab.

Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri

dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja
Bantuan Sosial;

2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala
keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih
aktif atas nama kepala keluarga Penerima
Belanja Bantuan Sosial;

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1
(satu) kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama
lengkap kepala keluarga Penerima Belanja
Bantuan Sosial; dan

5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat

dan/atau lembaga nonpemerintah, terdiri dari:

1. surat permohonan  pencairan Belanja
Bantuan Sosial yang dilengkapi rincian
rencana penggunaan Belanja Bantuan
Sosial;

2. salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua/
Pimpinan  pengurus lembaga/organisasi
Penerima Belanja Bantuan Sosial;

3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih
aktif  atas nama lembaga/organisasi
Penerima Belanja Bantuan Sosial;

4. kuitansi ...
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4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1
(satu) kuitansi bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama
lengkap Ketua/Pimpinan pengurus
lembaga/organisasi atau sebutan lain;

5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
Apabila dokumen persyaratan pencairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap maka PPK-SKPKD menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani
Kepala BPKA selaku PPKD.

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa
Bendahara Umum Daerah Kota (BUD) menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

9. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 48
Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran
Bantuan Sosial dengan Keputusan Wali Kota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial
didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial
yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga,
dan lembaga  nonpemerintah  yang  tidak
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30.
Ketentuan mengenai penyaluran dan/atau
penyerahan Bantuan Sosial kepada individu,
keluarga, dan lembaga nonpemerintah yang tidak
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Bantuan Belanja Sosial sebagaimana
diatur dalam Pasal 37A.
Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal ...
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita

Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
/o x/KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027
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